
74 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Ahmad, I. H. (2019). Pengaruh Sistem Akuntansi , Prinsip Value For Money Dan 
Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah ( Studi Kasus Di 
Pemerintah Daerah Kota Makassar ). 677–691. 

 
Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2018). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada 
Politeknik Negeri Padang. Akuntansi Dan Manajemen. 

 
Anwar, N., Hasan, MF, & Nasim, J. (2021). The Role of Islamic Teachings in 

Shaping the Mental Health of Educated Adolescents: A Contribution to Good 
Governance. International Journal of Social Science, Educational Innovation 
and Technology, 2(7), 203–214. 

 
Bastian, I. (2017). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Suryadi Saat (ed.); 

Edisi Tuju). Erlangga. 
 

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: 
Australian Journal Of Management. 

 
Ernest Kissi, Theophilus Adjei-Kumi, S. T.-A. and C. D. (2019). Identifying the 

latent shortcomings in achieving value for money within the Ghanaian 
construction industry. 

 
Esni, M. T. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, 

Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota 
Malang. 

 
Firmansyah, I. Encep, & Rahmawati, P. D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Dan 

Value For Money Terhadap Good Government Governance Pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). COMPETITIVE Jurnal 
Akuntansi Dan Keuangan, 15(1), 60–74. 

 
Gozali dan Latan. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi 

menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris. Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro. 

 
Halim, H. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi 

Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Enrekang. 

 
Hamid, A., Lamuda, I. (2019). Evaluation Of Financial Performance Through 

Approach To Value For Money Pendekatan Value For Money. 
 

Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah. 4(1), 34–38. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87 

 
Jogiyanto dan Abdillah. (2014). Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) 

untuk Penelitian Empiris. BPFE. 
 

Kareem, H. B., Ali, M. H., & Hasan, M. F. (2021). The Role of Internal Control 



75 
 

Techniques in Sustainable Development to Improve Financial Performance. 
https://doi.org/10.25115/eea.v39i11.6324 

 
Kaur, A. and Lodhia, S. K. (2019). Sustainability accounting , accountability and 

reporting in the public sector An overview and suggestions for. 27(4), 498– 
504. https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-510 

 
Kim, Y., David, D. A. N., & Matkin, S. T. (2019). Financial Condition and Internal 

Control Shortfalls: Evidence from New York County. 
 

Lindholm, A., Korhonen, T., & Laine, T. (2018). underlying value for money in public 
procurement Engaging the economic facts and valuations underlying value 
for money in public procurement. 0962, 954–962. 
https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1535049 

 
Liper Siregar. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan 

Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd Dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Sebagai Variabel Moderasi. 

 
Lurah, Taufiq Arifin, S. ÿ. (2021). Local Government Performance Accountability 

Indonesia : Does Monitoring Really Work? 22(3), 1673–1692. 
 

Mamesah, P., Pangemanan, S., & Liando, D. (2019). Kinerja Dinas Pendapatan 
Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. Jurnal 
Eksekutif. 

 
Manajemen, J., Meka, A., Yulianti, R., Manajemen, J., & Meka, A. (2022). 

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Aceh Besar. 3(2), 624–637. 

 
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru (2018th ed.). Andi 

Offset. 
 

Mayang Mahrani, N. S. (2018). The effect of good corporate governance 
mechanisms and corporate social responsibility on financial performance with 
earnings management as a mediating variable. 1. 
https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0008 

Nawawi Zaidan. (2018). Manajemen Pemerintahan. Rajagrafindo Nordiawan. 

Prabawa, S., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian 
Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good 
Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa). Jurnal Riset Akuntansi. 

 
Putra, R. P. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas 

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau. 
 

Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2019). Trust And Verification : Balancing 
Agency And Stewardship Theory In The Governance Of Agencies And 
Stewardship Theory In The Governance. International Public Management 
Journal, 0(0), 1–35. Https://Doi.Org/10.1080/10967494.2018.1553807 



76 
 

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Alfabeta. 

Sumarsono. (2019). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Graha Ilmu. 

Supraja, G., Pendahuluan, I., & Masalah, A. L. B. (2019). Pengaruh Implementasi 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi 
Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Deli Serdang. 10(1), 115–130. 

 
Suryani, P. (2019). Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi Dan 

Integritas Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu. 33–44. 
 

Tonnaya, A. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Value For Money Terhadap 
Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderating. 

 
Uma Sekaran and Roger Bougie. (2020). Research methods for business : a skill 

building approach (Asia editi). New Jersey : Wiley. 
 

Wulandari, M. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel 
Moderasi. 

 
Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). ). Penerapan Metode 

Value For Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada 
Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. 

 
Yang, C., & Northcott, D. (2019). How can the public trust charities ? The role of 

performance accountability reporting. https://doi.org/10.1111/acfi.12475 
 

Sa’adah, L., & Syadeli, M. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Desa 
Dalam Pengelolaan Keuangan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepercayaan 
Masyarakat Melalui Kualitas Pelayanan (Studi Pada Desa-desa di 
Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Dan Bisnis, 15(1), 
9-15. 



77 
 

 
 
 
 

Latar 1 : Kuisioner Penelitian 
 

DAFTAR PERTANYAAN 
 

A. IDENTITAS RESPONDEN 
 

1. Nama : 
 

2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan 
 

3. Status : Menikah Belum Menikah 
 

4. Usia : < 30 tahun 31-40 tahun 
 

41-50 tahun > 50 tahun 
 

5. Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat D3 S1 
 

S2 Lainnya 
 
 
 

B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 
 

Berilah tanda () pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan 

keadaan dan pendapat anda yang sesungguhnya. 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS = Tidak Setuju 

KS = Kurang Setuju 
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AKUNTABILITAS (X1) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 
Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan 
1. Anggaran yang dirancang dan ditetapkan DPRD 

sesuai dengan realisasinya serta mempunyai 
kepentingan publik dan sesuai dengan 
standar yang telah di tetapkan. 

     

Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan 
kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban, dan 
pengawasan 
2. Bersedia disanksi apabila pelaksanaan program- 

program tidak dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. 

     

3. Pimpinan dan pegawai 
mempertanggungjawabkan hasil dari suatu 
program/ kegiatan/ proyek/ yang telah dilakukan 
. 

     

4. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan 
atau program selesai dilaksanakan. 

     

5. Penggunaan dana anggaran didasarkan atas 
hukum dan aturan yang berlaku 

     

Sumber : (Tonnaya, 2019) 
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FUNGSI PENGAWASAN (X2) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 
Adanya langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pengawasan kinerja 
keuangan dengan mengacu pada SAP 
1. Langkah-langkah dalam melaksanakan 

pengawasan harus berlandaskan standar 
akuntansi pemerintahan dalam 
meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan 
kinerja keuangan 

     

Adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai SAP untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan 
2. Pimpinan dan pegawai harus memiliki 

pemahaman dan pengalaman yang memadai 
tentang standar akuntansi pemerintahan untuk 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 
kinerja keuangan 

     

Adanya tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan pada pengelolaan 
keuangan 
3. Hasil dari pengawasan kinerja keuangan yang 

dillakukan dengan mengacu pada SAP di 
implementasikan dengan baik dan penuh 
tanggung jawab. 

     

4. Pengawasan kinerja keuangan pemerintahan 
yang dilakukan didasarkan pada prinsip 
transparansi yang di atur dalam SAP 

     

Sumber : (Rahma Yulianti et al., 2022) 
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VALUE FOR MONEY (X3) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 
Efektifitas pelayanan publik tepat sasaran 
1. Melaksanakan kegiatan program kegiatan yang 

dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan 
biaya terendah dan tercapainya tujuan. 

     

Meningkatnya mutu pelayanan publik 
2. Meningkatnya mutu pelayanan dan pelayanan 

tepat pada sasarannya. 
     

Meningkatkan kesadaran akan pengelolaan dana publik 
3. Menghasilkan output yang maksimal dengan 

sumber dana yang dimiliki. 
     

4. Malakukan pengadaan sumber dana sesuai 
kebutuhan. 

     

Sumber : (Ahmad, 2019) 
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PELAKSANAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Z) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 

Adanya regulasi dan kemampuan pengelola dalam menerapkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
1. Pencatatan aset telah didukung dengan bukti- 

bukti sesuai ketentuan. 
     

2. Laporan realisasi anggaran telah didukung 
dengan bukti-bukti sesuai ketentuan. 

     

3. Pengelola laporan keungan memiliki 
pengetahuan mengenai standar akuntansi 
pemerintah. 

     

4. Pengelola laporan keungan dapat memahami 
sesuai ketentuan. 

     

Sumber daya manusia, sistem dan sarana pendukung dalam menerapkan 
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
5. Pengelola keuangan telah memahami 

penatausahaan keuangan sesuai ketentuan 
     

6. Informasi yang disajikan dengan jujur dan terbuka 
. 

     

Sumber : (Supraja et al., 2019) 
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KINERJA KEUANGAN (Y) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 
relevant (Relevan) 
1. Banyaknya tugas pemeriksaan kinerja keuangan 

pemerintahan membutuhkan ketelitian dan 
kecermatan dalam menyelesaikannya 

     

2. Semakin baik kinerja keuangan semakin dapat 
mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam 
keuangan yang dilakukan obyek pemeriksaan 

     

unambiguous (Tidak Ambigu) 

3. Semakin baik kinerja instansi pemerintah, 
semakin mudah mencari penyebab munculnya 
kesalahan serta dapat memberikan rekomendasi 
untuk menghilangkan penyebab tersebut 

     

4. Apakah laba istansi meningkat dari tahun 
sebelumnya 

     

5. Pendapat instansi mengalami pertambahan dari 
tahun sebelumnya 

     

simple (Sederhana) 

6. Banyaknya tugas yang diterima dapat memacu 
kinerja instansi pemerintahan untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tampa 
terjadi penumpukan tugas 

     

Sumber : (Supraja et al., 2019) 
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